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PRASARANA TRANSPORTASI

SEBUAH KAJIAN HALTE

Kl Jakarta sebagai ibukota propinsi dan pusat peme-

rintahan merupakan cerminan dari keadaan wilayah

di Indonesia. Semua kegiatan yang ada di Jakarta,

dapat diketahui dan dilihat dari media informasi baik
media massa, televisi, radio atau internet. Dengan mudahnya
mendapatkan informasi maka banyak masyarakat dari daerah
lain tertarik untuk datang ke Jakarta.

Tiap tahun pertambahan penduduk kian bertambah. Hal ini
menyebabkan para pejabat pemerintah daerah berpikir ekstra
keras untuk tetap menjaga DKI Jakarta sebagai kota Metropoli-
tan.

Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah
daerah untuk menjaga keasriannya. Pengaturan daerah permu-
kiman sesuai peruntukannya, menyediakan tempat bagi peda-
gang kaki lima, menjaga kualitas udara dengan program hari

Salah satu halte bus di kawasan jalan Fatmawati

bebas kendaraan bermotor, meningkatkan pelayanan angkutan
umum, mengatur aliran arus lalulintas, dan masih banyak lagi
upaya yang dilakukan.

Dalam upayanya meningkatkan pelayanan angkutan umum
ada keinginan agar angkutan umum, misalnya bus kota, meru-
pakan pilihan utama sebagai alat perpindahan. Pada kenyataan-
nya, harapan tersebut belum dapat tercapai secara menyeluruf.
Salah satu unsur prasarana transportasi yang dapat dilihat seba-
gai potret pola transportasi DK| Jakarta adalah keberadaan halte
bus stop sepanjang rute perjalanan trayek.

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah Ruang laiu
lintas, terminal dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka.
rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan
pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan
jalan, serta fasilitas pendukung

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkat—
an, menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta
perpindahan moda angkutan.

Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor
umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

Penentuan jarak antara halte dan/atau TPB

Tata letak halte dan/atau TPB terhadap ruang lalu lintas
disarankan mempunyai jarak maksimal terhadap fasilitas penye-
berangan pejalan kaki adalah 100 meter dengan jarak minimat
halte dari persimpangan 50 meter atau tergantung pada panjang
antrian.

Jarak minimal gedung (seperti rumah sakit, tempat beriba-
dah) yang membutuhkan ketenangan adalah 100 meter dengan
peletakan di persimpangan menganut system campuran, yaitu

Penentuan jarak antara halte dan/atau TPB dapat dilihat
pada tabel berikut :

E Tata Guna Lahan

1 Pusat kegiatan sangat padat:

Jarak Tempat
Henti (m)

200--300%)

pasar, pertokoan
2 Padat : perkantoran,sekolah, jasa Kot ~ 300-400
3 Permukiman Koa 300400
4 Campuran padat : perumahan, sekolah, jasa * Pinggiran 300 - 400
5 ggian 500~ 1000

Campuran jarang : perumahan,ladang, Pinggiran-
sawah, tanah kosong :

Keterangan : *)=jarak 200m dipakai bila sangat diperlukan saja, sedangkan jerak umumaya 300 m.

44 | KONSTRUKSI (HDONESIA




14/11l/NOVEMBE

ANALISA

antara sesudah persimpangan (farside)
dan sebelum persimpangan dimana
perletakan di ruas jalan letak halte :
trotoir > 1,5 meter untuk arus pejalan
kaki, lebar halte = 2 meter, panjang
halte > 4 meter.

Persyaratan fasilitas halte diba—
ngun sedekat mungkin dengan fasili-
tas penyeberangan pejalan kaki de-
ngan lebar minimum 2 meter, panjang
minimum 4 meter, tinggi atap paling
bawah minimum 2,5 meter dari lantai
halte dan ditempatkan di atas trotoir
atau bahu jalan dengan jarak paling
depan dari halte minimum 1 meter
dari tepi jalur lalu lintas.

Halte sebagai tempat pember-
hentian angkutan umum, agar pe-
numpang dapat melakukan kegiatan
naik atau turun kendaraan angkutan
umum dilakukan secara wajar. Jika
diperhatikan pemanfaatannya, halte
dapat berfungsi sebagai halte mau-
pun sebagai sarana informasi jadual
perjalanan angkutan umum.

Persyaratan teknis yang telah
ditetapkan berdasarkan Keputusan
Direktorat Jendral Perhubungan Darat
No. 271/HK.105/DRJD/ 96, tentang pe-
doman teknis perekayasaan tempat

pemberhentian kendaraan penum-—
pang umum, mensyaratkan ukuran,
penempatan, dan jarak telah diguna-
kan oleh Dinas Perhubungan. Namun
hal ini belum memberikan cerminan
transportasi kota yang tertib. Dampak
dari penempatan halte, sedikit banyak
berpengaruh terhadap arus lalulintas.

Jika dilakukan kajian dari aspek
keberadaan halte dan dilakukan pem-
benahan sesuai persyaratan teknis,
niscaya sedikit gambaran tentang
transportasi kota DKI Jakarta dapat
lebih nyaman.

Sebagai gambaran tentang halte,
sepanjang jalan Fatmawati-Jakarta.
Jalan Fatmawati menghubungkan
Persimpangan JI RS Fatmawati dengan
Terminal Blok M. Ruas jalan sepanjang
+ 5.1 km terdapat 5 buah halte untuk
ruas Fatmawati — Terminal Blok M se-
dangkan dari arah Blok M - RS Fatma-
wati hanya terdapat 3 buah halte.

Ruas tersebut dilalui oleh Met-
romini 610, dan 76 serta bus Damri
Tanah Abang - Depok disamping mo-
bil angkutan kota (kapasitas 11 orang)
dengan berbagai rute.

Dari pengamatan yang dilakukan
ruas jalan tersebut sering terjadi. Ke-
padatan lalulintas akibat pengemudi
angkutan umum seenaknya menaik-
kan dan atau menurunkan penum-
pang dan penempatan halte dengan
jarak antara yang belum sesuai de-
ngan persyaratan teknis menyebab-
kan penumpang menentukan sendiri
bus stop yang dekat dengan titik awal
mereka memulai dan mengakhiri per-
jalanan. Akibatnya waktu perjalanan
armada tidak dapat diperhitungkan.

Gambaran di atas dapat dikaji
lebih dalam lagi. Waktu tempuh
angkutan umum dari Pondok Labu ke
Blok M dengan panjangjalan +5.1 km,
secara teoritis, sebesar 13 - 15 menit
dengan kecepatan 25 - 30 km/jam.
Dari Kepdirjen Hubdar, penentuan
jarak antar halte ditetapkan jarak
umum di daerah kota adalah 300 m.
Jika panjang jalan 5.1 km seharusnya
diruasjalan tersebutlebih dari 17 buah

halte. Pada kenyataannya, jumlah
tersebut tidak terpenuhi, dan diganti
dengan bus stop (halte bayangan).
Kalau pada tiap halte dilayani selama
30 detik, diperlukan = 10 menit.

Sehingga prediksi perhitungan
waktu tempuh angkutan umum terse-
but seharusnya adalah 23 - 25 menit.
Jika dilihat dari tata letak halte, keten-
tuanyang ada juga belum sepenuhnya
diterapkan. Akibatnya adalah arus pe-
jalan kaki yang seharusnya mendapat
ruang di atas trotoar, beralih ke badan
jalan, sehingga mengganggu arus lalu
lintas kendaraan yang berada di badan
jalan.

Jika diperhatikan, bentuk halte
yang ada sudah memenuhi persyarat-
an. Kondisi halte dapat dimaksimalkan
dengan memanfaatkan bangunan
halte sebagai sarana informasi, misal-
nya dengan memasang route perjalan-
an, waktu kedatangan/keberangkatan
armada atau informasi

Sedangkan dari sisi tata letak dan
dimensi halte di ruas jalan tersebut,
sudah mendekati ketentuan yang ber-
laku.

Dengan bangunan halte yang su-
dah sesuai dengan ketentuan, sebai-
knya perlu ditingkatkan lagi dengan
menempatkan petugas penjaga halte
yang bertanggung jawab terhadap
kebersihan halte, dan penjaga diberi
tempat untuk berjualan disekitar se-
hingga tidak perlu membayar gaji,
disediakan peta route perjalanan, di-
pasangnya jadual pemberangkatan ar-
mada dan jumlah armada disesuaikan
untuk setiap route atau trayek.

Harapan akan transportasi di DKI
Jakarta adalah adanya pengaturan
atau kontrol terhadap Sistem Transpor-
tasi. Baik infrastruktur, regulasi mau-
pun operator supaya dapat dikontrol
sehingga harapan akan transportasi
yang nyaman, aman dan tepat waktu
serta adanya informasi yang memadai
dapat terwujud. Demikian sedikit pan-
dangan saya tentang permasalahan
transportasi di DKI Jakarta yang saya
anggap perlu untuk didiskusikan. &




